
BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR2.q TAHUN 2OL3

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menegaskan
bahwa peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh
Besar Nomor 13 Tahun 2OIL tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan penyesuaian tarif
retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati Aceh Besar tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor SS,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LO92l;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor I72.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 44OO);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8afl;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa39 ;

1O. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a633);

11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a851);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 14O Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523!;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OOI tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraarr
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2OOI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a090);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIO Nomor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1,997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2OlO
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor
3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2O7O Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nomor 12).

21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2OI2 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor
10).

MEMUTUSI(AN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TBNTANG PENYESUAIAN
TARI F RETRIB U SI PELAYANAN PERSAM PAHAN / KEB ERSIHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang
Bupati;

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Ralqyat
Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
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3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah
kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Besar;

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkarr azas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi pengambilan,
pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi
pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan
dan lainnya;

8. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik yang
dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan
lingkungan dan melindungi investasi pembangunan;

9. Limbah 83 adalah limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit, seperti jenis
limbah jarum suntik, perban, botol infus dan botol obat-obatan;

10. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di
gampong/desa sebelum diangkut ke TPA;

ll.Tempat Pengelolaan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah
tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah yang
disediakan oieh Pemerintah Kabupaten;

12. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah ke TPS;

13. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS ke
TPA;

BAB Ii
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Ketentuan BAB VI Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1, angka 9 dan angka 10, huruf
c angka l,angka 2 dan angka 3 disesuaikan tarifnya, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

b. Pelayanan sampah
1. a. toko ukuran

dibidang usaha:
> 64 m2... Rp.

Rp.

40.000/bulan;

35.000/bulan;
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c. toko ukuran < 48 rn2 Rp. 30.000/bulan;

9. Pedagang kaki lima (K5)/1os/emperan/kios/1apak....., Rp. s0.000/bulan;
10. Pedagang didalam pasar ikan/daging/ ayamlsaJrur..... Rp. 90.000/bulan;

c. Pelayanan sampah dibidang penginapan :

1. a. Hotel bintang 1

b. Hotel bintang

c. Hotel bintang 3

d. Hotel bintang 4

e. Hotel bintang 5.

Rp. 650.000/bulan;

Rp. 900.000/bulan;

Rp. 1.300.000/bulan;

Rp. 1.350.000/bulan;

Rp. 1.500.000/bulan;

Rp. 300.000/bulan;

Rp. 200.000/bulan;
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Melati/ wisma

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh
Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada uari 2013 M

Rabi'ul Awal1434 H

Losmen

Diundangkan

ACEH BESAR,$

I

MUKH

pada tanggal
di Kota Jantho
I Februari 2013

1,0 Rabi'ul Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH I.
! r<erueeroN AcEH BESAR, filo G)i;r. v
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BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 201s NOMOR 2.a
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